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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik, dan 
hidayah-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul  
“Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pertanian di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto.” Tak lupa pula penulis Haturkan salam dan 
salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W sebagai sang 
revoluisoner sejati. 
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan dan 
Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu 
yang cukup lama, meskipun penulis menemukan berbagai hambatan-
hambatan dan tantangan, namun hambatan-hambatan dan tantangan tersebut 
dapat teratasi berkat tekad yang kuat, segala upaya dan usaha yang keras 
serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang 
tak terhingga kepada orang tua tercinta, Tetta Jamaluddin Tobo dan Ibu 
Syamsiah Caya yang telah melahirkan, membesarkan tanpa rasa lelah dari 
mulai penulis tak punya daya sampai pada saat sekarang ini, mendidik penulis 
hingga sampai seperti saat ini. Jarak tak jadi masalah meski kita berpisah 
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bertahun-tahun lamanya kalian tetap memberikan segala dukungan yang luar 
biasa kepada penulis, baik itu berupa kasih sayang, dukungan moral dan 
materi serta doa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas 
kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan 
serta rezeki kepada kedua orang tua penulis. Penulis berdoa agar nantinya 
penulis mampu untuk membahagiakan mereka berdua meskipun penulis 
menyakini bahwa cinta kasih mereka tidak akan mampu untuk penulis balas. 
Semoga dan selalu disemogakan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak .  
Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-
tingginya juga penulis sampaikan kepada: 
 Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 
Universitas Hasanuddin. 
 Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh 
stafnya 
 Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Politik 
dan Pemerintahan beserta seluruh staf pegawai di lingkup 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Hasanuddin 
khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan. 
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 Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua prodi ilmu pemerintahan 
fakultas ilmu sosial dan Ilmu pilitik dan seluruh staf pegawai di 
lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan. 
 Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing I dan 
Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal 
hingga skripsi ini selesai. 
 Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan 
saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. 
 Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 
membagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
 Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan izin 
untuk melakukan penelitian di Kabupaten Jeneponto. 
 Terima kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini 
kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto berserta para staf, 
Kepala Camat Rumbia, Kepala Bagian Hukum Kabupaten 
Jeneponto, Serta kepada para narasumber yang memberikan 
bantuan kepada penulis berupa informasi sehingga penulisan 
skripsi ini dapat selesai.  
 Terima Kasih kepada saudara-saudari kandung penulis, Asbar 
Ampi, Serli Hidayatul Jannah Riu, Resky Hidayatullah Tika’, yang 
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senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta 
semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini. Terima 
kasih telah menjadi saudara sekaligus teman terbaik, jadilah 
kakak dan adik-adik yang baik yang selalu mengakomodir dan 
selalu menambah uang jajan buat penulis. Semoga kita  selalu 
bisa membahagiakan Tetta dan ibu jangan jadi anak yang pabali-
bali. 
 Terimah kasih kepada Kakek Massa, Nenek Binto’ serta keluarga 
yang lain yang telah ikhlas merawat, membimbing, mendidik dan 
menyayangi penulis adik-adik dengan tulus, semoga kakek dan 
nenek serta keluargadi berikan kebahagiaan dunia maupun 
diakhirat oleh Allah SWT.  
 Terimakasih kepada Kakak Bahtiar Rate dan Kakak Nursalim situ 
yang telah memberikan semangat kepada penulis dan 
meluangkan waktu dan pikirannya untuk selalu memberikan 
semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 
 Terimakasih kepada Bharada Kamaruddin Situru yang setia 
memberikan semangat dan perhatiannya  kepada penulis, 
hadirmu sungguh memberi semangat yang luar biasa dalam 




 Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan Lebensraum: 
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Sri Jusnaeni, Nomor Pokok E 121 13 008, Program studi Ilmu Pemerintahan, 
Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul : “PERAN 
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTANIAN  
DI KECAMATAN RUMBIA  KABUPATEN JENEPONTO ” di bawah 
bimbingan Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si dan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si 
Penelitian ini dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  
Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pertanian di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto dengan parameter yang di gunakan yaitu 
penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana serta bagaimana menfasilitasi 
pemasaran hasil-hasil pertanian dalam meningkatkan Pendapatan Petani.  
Tipe penelitian digunakan adalah tipe penelitian analisis deskriptif yaitu 
suatu  tipe  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang 
pengelolaan sektor pertanian yang difokuskan pada pengelolaan sektor 
pertanian Hortikultura (Sayuran) di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.   
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  analisis data, wawancara, 
dan observasi dilapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam  
penyuluhan belum optimal ke masyarakat karena pertemuan rutin tidak 
terselenggara dengan baik dan juga terdapat keterbatasan penyuluh. Dilihat 
dari penyediaan sarana dan prasarana yaitu kurangnya ketersediaan 
infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak merata serta adanya 
keterbatasan anggaran. Sedangkan dalam menfasilitasi pemasaran hasil 
pertanian sebagian besar petani mengelolah sendiri hasil pertanian 
(Hortikultura) dan metode pemasaran sangat bervariasi yaitu dari petani ke 
pasar lokal, petani ke pedagang pengumpul dan langsung diantar keluar 










Sri Jusnaeni, Number of the E121 13 008, Study Program Governance 
Studies, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of 
Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, Making Thesis 
entitled: "THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF 
THE AGRICULTURAL SECTOR IN SUB thatch DISTRICT JENEPONTO" 
under the guidance of Prof. Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si and Dr. Hj. Nurlinah, 
M.Si 
 
      This study was conducted to determine how the Role of Local Government 
in the management of the agricultural sector in the District Rumbia Jeneponto 
with a parameter that is in use, namely counseling, provision of infrastructure, 
and how to facilitate the marketing of agricultural products in increasing farmer 
income. 
 
      This type of research is the type of research used descriptive analysis is a 
type of research that aims to outline a systematic, factual and accurate 
information on the existing data in the field of management of the agricultural 
sector that is focused on the management of the agricultural sector Horticulture 
(Vegetable) in District Rumbia Jeneponto. Data collection is done by means of 
data analysis, interviews, and field observations. 
 
        The results showed that the role of local government in education is not 
optimal to the public for regular meetings are not well established and there is 
limited extension. Judging from the provision of facilities and infrastructure is 
inadequate supply of infrastructure, facilities and infrastructure are uneven and 
budget constraints. While in facilitating the marketing of agricultural products, 
most farmers manage their own crops (Horticulture) and marketing methods 
are very varied from farmers to local markets, traders and farmers to 








1.1. Latar Belakang  
 Sumber daya alam yang ada dimuka bumi merupakan sumber daya 
esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya 
ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap 
kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan 
mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah 
bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut, agar menghasilkan 
manfaat yang sebesar- besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan 
keletarian sumber daya alam itu sendiri. 
Sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam adalah pasal 
33 ayat (3)  UUD 1945 beserta penjelasannya, kebijakan tersebut bermaksud 
melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun 
seorang dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat 
ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang 
pengelolaan sumber daya alam yang banyak bertentangan dengan prinsip 
prinsip pasal 33. Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut; ayat (1) berbunyi, 
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 
kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara 





menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, ayat (4); Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah di beri wewenang yang luas 
dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali 
kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
moneter, fiscal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan 
pemerintah. 
Konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah 
daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan 
berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah 
mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber 





Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di 
tuntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan 
masyarakat luas. Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan 
kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri 
agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di daerah. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab XI tentang keuangan daerah, 
diketahui bahwa salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam (PAD) terdapat 
pajak daerah dan retribusi daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 bahwa  
Pemerintah Daerah di beri kewenangan untuk mengurus urusan pilihan     
dalam pasal 11 ayat (1) meliputi : 












Bunyi pasal diatas diartikan bahwa Kabupaten Jeneponto itu 
mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam pertanian baik di dalam 
administrasinya dan penegakan hukumnya terhadap peraturan daerahnya 
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, hak-
hak yang dimaksud antara lain hak mengelola kekayaan daerah, mendapatkan 
bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang 
berada di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 
Kecamatan Rumbia merupakan salah satu dari 11 kecamatan di 
Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu daerah yang memiliki 
potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika. Salah 
satu produk pertanian tropika Kecamatan Rumbia yang berpotensi menjadi 
andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan 
sayuran (Hortikultura). Jenis tanaman sayuran yang di usahakan di Kecamatan 
Rumbia antara lain bawang merah, cabe Besar, kubis, wortel dan kentang. 
Produksi tertinggi adalah tanaman wortel 3827,3 ton. Sedangkan tanaman 
buah-buahan antara lain tanaman pisang menghasilkan 1.598,9 ton, mangga 
58,5 ton dan nangka 145,3 ton. Lebih jelasnya  dapat dilihat pada tabel 1.1 






 Tabel 1.1 : Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran  Menurut Jenisnya di 





   Sumber : Dinas Pertanian 2015 
 
Melihat table 1.1 bahwa Potensi sektor pertanian yang dimiliki oleh 
daerah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto sangat besar untuk 
memajukan daerah  akan tetapi potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut 
belum begitu terkelola dengan baik  karena tidak tersedianya pemasaran di 
daerah tersebut serta usaha pemasaran dilaksanakan oleh masyarakat 
sendiri. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan di dukung oleh berbagai informasi, 
peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertanian dapat di 
identifikasi berbagai fenomena yaitu belum optimalnya Pemerintah daerah 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani untuk meningkatkan 
produktifitas tanaman pertanian, pemerintah daerah pada sisi lain masih 
kurang memberi perhatian tentang dukungan sarana dan prasarana yang 
dapat dimanfaatkan oleh petani di dalam meningkatkan hasil pertanian dalam 
rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani dan juga pemerintah 
 
No 
       
     Jenis Tanaman 
   Luas  
  Panen 
    (Ha) 
   Produksi 
      (Ton) 
1. Bawang Merah 281 2494,4 
2. Kubis 471 3820,5 
3. Cabe Besar 164 136,8 
4. Wortel 458 3827,3 





daerah kurang  memberi perhatian untuk menfasilitasi hasil produksi pertanian 
masyarakat terutama dalam hal pemasaran hasil-hasil pertanian dengan pihak 
ketiga atau orang lain. Jika pihak Pemerintah memberikan perhatian khusus 
terhadap potensi yang dimiliki maka peluang untuk kemajuan daerah tersebut 
akan lebih besar. Karena itu penulis mengangkat judul “Peran Pemerintah 
Daerah dalam pengelolaan sektor pertanian di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto” 
1.2. Rumusan Masalah  
Untuk lebih mempermudah analisa dan pembahasan, penulis akan 
membatasi masalah yang akan penulis bahas yakni, mengenai Sumber Daya 
Alam Pertanian di bidang Hortikultura Ada beberapa Sumber Daya Alam 
Pertanian di bidang Hortikultura seperti tanaman sayur, tanaman buah, 
tanaman hias dan tanaman obat. Namun, penulis hanya membatasi 
pembahasannya dengan mengambil salah satu jenis hortikultura yakni 
tanaman sayur. 
Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
bahasan dalam proposal ini adalah Peran pemerintah daerah dalam 
pengelolaan sektor pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dapat dirumuskan masalah 





1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyuluhan pengelolaan  
potensi sektor pertanian di Kecamatan Rumbia? 
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menfasilitasi sarana dan  
prasarana pendukung sektor pertanian di Kecamatan Rumbia? 
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menfasilitasi pemasaran 
hasil pertanian masyarakat ? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah 
dalam penyuluhan pengelolaan potensi sektor pertanian di Kecamatan 
Rumbia  
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah 
dalam menfasilitasi sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian 
di Kecamatan Rumbia  
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah 
dalam menfasilitasi pemasaran hasil pertanian masyarakat 
1.4. Manfaat Penelitian 
  Manfaat Penelitian yang di harapkan dalam pelaksanaan penelitian ini 





1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan. 
2. Manfaat praktis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu 
pemerintahan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan masukan bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten 
Jeneponto dalam melihat peluang dari potensi sektor pertanian di 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
3. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini di harapkan memberi nilai 
tambah yang selanjutnya dapat dikompariskan dengan penelitian-
penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji peran pemerintah 















Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang 
digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus 
juga menjadi landasan teori dalam penelitian. 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1 Peran 
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran 
dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, 
setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian 
peran sebagai berikut : 
a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah 
pemain sandiwara atau pemain utama. 
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang 
diberikan. 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran 





sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Konsep 
tentang peran (role) menurut komarudin (1994) yakni sebagai berikut :  
a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 
b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 
yang ada padanya 
e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 
Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang 
dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa 
(Poerwadarminta,1995). Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah 
tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu 
peristiwa (Poerwadarminta, 1995). Peranan (role) merupakan proses 
dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 
peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 
karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.( Soerjono 
Soekanto, 2009:212-213). Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik 





dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, 
pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat 
dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek  dinamis darri kedudukan 
apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan 
kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. 
  2.1.2.  Pemerintah Daerah 
  Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan 
Undang-Undang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1974 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014. 
Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 






Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah 
( government ) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction 
and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. 
Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang 
berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan 
sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body 
of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang 
menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan 
sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah 
dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, 
kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah 
dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja ( W. 
Riawan Tjandra 2009 : 197). 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan 
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 





Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 
Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 , pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan 
dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang 
dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan 
otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
2.1.3.  Sektor Pertanian 
   Sektor pertanian adalah salah satu penopang perekonomian suatu 
negara, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Peranan sektor ini 
dapat dikatakan cukup besar bagi perkembangan perekonomian negara 
yang bersangkutan. 
1. Penyuluhan Pertanian 
Penyuluhan pertanian adalah upaya menyampaikan informasi 





pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara 
langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung agar mereka 
tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi teknologi pertanian baru. 
Umumnya pesan terdiri dari sejumlah simbol dan isi pesan inilah yang 
memperoleh perlakuan. Bentuk perlakuan tersebut memilih, menata, 
menyederhanakan, menyajikan dan lain-lain. Simbol yang mudah 
diamati dan paling banyak digunakan yaitu bahasa. Keputusan-
keputusan yang dibuat oleh penyuluh pertanian atau sumber untuk 
memilih serta menata isi pesan dan simbol yang digunakan pada pesan 
dapat dikatakan teknik penyuluhan pertanian  (Kusnadi 2011). 
Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani 
akan teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru gunna 
meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peranan 
penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat 
berfungsi sebagai proses penyebarluasan informasi kepada petani, 
sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai 
proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan), dan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan dilakukan 
dengan tujan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi 
tanaman yang dibudidayakan petani serta dapat mensejahterakan 





2. Dukungan sarana dan prasarana 
Secara umum sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 
adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam kegiatan 
penyuluhan baik alat tersebut sebagai peralatan pembantu maupun 
peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mendukung 
penyelenggaraan penyuluhan. Sedang menurut Permentan Nomor 51 
Tahun 2009 bahwasarana dan prasarana penyuluhan pertanian adalah 
peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk mendukung 
penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 
Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan 
efisien, ketersediaan sarana prasarana penyuluhan yang memadai baik 
jenis maupun jumlahnya sangat dibutuhkan. Dalam UU Nomor 16 
Tahun 2006 pasal 31 ayat 1, bahwa untuk meningkatkan kapasitas 
kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan 
prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan 
dengan efektif dan efisien. 
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kinerja 
seorang penyuluh adalah sejauh mana kegiatan penyuluhan yang 






Ketidak tersediaannya sarana prasarana penyuluhan akan 
berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya penyelenggaraan 
penyuluhan, lebih parahnya lagi dapat menjadi masalah serius bagi 
penyuluh. Merujuk pada pendapat van den Ban dan Hawkins (1999) 
bahwa ketidak tersedianya sarana penunjang untuk kegiatan 
penyuluhan menimbulkan masalah bagi seorang penyuluh yang 
kehilangan kepercayaan dari petani karena dianggap tidak mampu 
menyediakan sarana yang mereka butuhkan. Sebagai seorang 
penyuluh yang mempertaruhkan kepercayaan dalam tugasnya tidak 
ada lagi hal paling buruk selain kehilangan kepercayaan dari petani. 
Terkait pentingnya ketersediaan sarana prasarana penyuluhan 
dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 pasal 31 ayat 1 - 4 telah diatur 
ketentuan tentang sarana prasarana penyuluhan pertanian, yang 
ditindak lanjuti dengan Peraturan Mentri Pertanian Nomor : 
51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan 
Pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian. Tujuan 
disusunnya pedoman standar minimal dan pemanfaatan sarana 
prasarana penyuluhan pertanian dalam peraturan mentri tersebut 
adalah untuk: 






b. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan 
pertanian. 
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan 
penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan. Dalam lampiran 
Peraturan Mentri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 
dinyatakan bahwa standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan 
kecamatan meliputi : pusat Informasi, peralatan administrasi, alat 
transportasi kendaraan operasional roda dua, Buku dan Hasil Publikasi, 
Mebeulair, ruangan, rumah dinas, sarana/prasarana 
pendukung/lingkungan, sumber air bersih, penerangan, jalan 
lingkungan, pagar halaman, lahan percontohan. 
3. Pemasaran 
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 
didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler 
2004:7). Sedangkan  Menurut Boyd, dkk (2000:4), “Pemasaran adalah 
suatu proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang 
memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang 





lain”.  Menurut Downey David (2002:3), ”Pemasaran didefenisikan 
sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomik dari 
produsen melalui pedagang perantara sampai ke tangan konsumen”.  
 Berdasarkan definisi  tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kegiatan bisnis harus berorientasi ke pasar atau konsumen. 
Keinginan konsumen juga harus dipuaskan secara efektif. Agar 
pemasaran berhasil maka perusahaan harus memaksimalakn 
penjualan yang menghasilkan laba dalam jangka panjang.  
2.1.4.  Potensi Sektor Pertanian 
Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya 
alam yang melimpah. Sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai 
negara agraris, Faktanya adalah bahwa sebagian besar mata pencarian 
penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan menjadikan sektor 
pertanian sebagai salah satu pilar besar perekonomian Indonesia, itulah 
mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris. Karena memang 
memiliki wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha di 
sektor pertanian. Salah satunya adalah bahwa Indonesia terletak di garis 
khatulistiwa dan merupakan salah satu negara yang berada di wilayah 
tropis, oleh sebab itulah Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat 
baik dengan didukung kelimpahan sumber daya alam dan kondisi 





Sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur 
pembangunan perekonomian nasional. Pertanian merupakan sektor yang 
memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian 
menyerap 35.9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 
14.7% bagi GNP Indonesia (BPS, 2012). Fakta-fakta tersebut menguatkan 
pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian 
Indonesia. Lahan yang subur juga merupakan modal yang sangat potensial 
untuk menjadikan pertanian Indonesia sebagai sumber penghasilan 
masyarakatnya dan juga penopang perekonomian bangsa. 
2.2. Kerangka Pikir 
Indonesia memiliki kekayaan hayati yang teramat banyak potensi ini 
adalah aset yang paling berharga dan harus dijaga untuk menjamin 
kelangsungan rakyat indonesia guna memenuhi kebutuhan jasmani disisi 
lain juga sangat mempengaruhi kondisi ekonominya, salah satu sektor yang 
paling potensial di indonesia adalah sektor pertanian dan banyak hal  yang 
dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut.  
Sektor pertanian seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan 
Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga 
kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. 
Pembangunan di sektor pertanian, tidak boleh dipandang sebagai hanya 





Dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan jelas 
dikatakan bahwa setiap daerah berhak mengatur dan mengelolah potensi 
daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah 
tersebut, hal ini juga mencakup dari potensi sektor pertanian. Maka setelah 
diberlakukannya UU 23 tahun 2014 pemerintah Kabupaten Jeneponto 
dengan sigap menanggapi kebijakan tersebut. 
Melihat dari UU diatas bahwa sudah jelas bagaimana sektor  
pertanian mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan 
masyarakat petani, penelitian ini juga akan membahas mencari tahu 
bagaimana pengelolaan pada sektor pertanian di lihat dari dimensi 
penyuluhan, bagaimana menfasilitasi sarana dan prasarana sebagai 
pendukung sektor pertanian serta bagaimana pemasaran hasil dari  sektor 


















































 METODE PENELITIAN 
3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rumbia dengan objek penelitian 
pada pengelola sektor pertanian. Penelitian ini dilakukan selama Dua (2) bulan. 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan Jenis penelitian  kualitatif dengan 
pendekatan kualitatif yakni penulis  menggambarkan dan menganalisis segala 
potensi yang berkaitan dengan SDA sektor pertanian yang ada di Kecamatan 
Rumbia dan bagaimana proses pengelolahannya. Dalam penelitian ini penulis 
juga menjelaskan apakah SDA pada Sektor pertanian di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani. 
Salah satu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif. Analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil 
wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti 
dan tidak dituangkan dalam angka. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  yaitu penelitian yang 
diarahkan untuk menggambarkan fakta-fakta dengan argument yang tepat. 





gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 
penelitian dilakukan. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 
langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a).  Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas 
tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek - 
aspek yang terkait dengan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia. 
b). Wawancara mendalam, Wawancara mendalam yang dilakukan 
penulis adalah dengan cara mewawancarai langsung informan yang 
paham dengan masalah yang sedang diteliti. Peniliti melakukan 
pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan 
pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara yang dilakukan 
tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup 
kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih adalah 





dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai 
dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh 
data yang akurat. Penelitian ini berakhir apabila peneliti  sudah merasa 
data yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab permasalahan 
yang diteliti.  
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka untuk 
mengumpulkan data - data melalui buku - buku, peraturan - peraturan, 
serta dokumen - dokumen yang relevan dengan penelitian. Data 
sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi 
penelitian ini. 
3.4.    Informan Penelitian 
Informan penelitian di pilih secara purposive baik dari aparatur 
pemerintah maupun masyarakat petani yang di anggap representative dan 
dapat memberikan informasi yang valid yang berhubungan dengan 
penelitian. Adapun informan yaitu :  
1. Dinas Pertanian 
2. Camat / Staf       
3. Kelompok Tani   






  3.5.    Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis 
Kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan  hasil penelitian secara 
utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Proses analisa data 
dilakukan melalui tahapan, yakni identifikasi menurut kelompok tujuan 
penelitian, mengelola dan menginterpretasikan  data, kemudian dilakukan 
abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Penyajian data dalam 
bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi. 
Sekalipun dalam penelitian ini memperoleh kuantitatif, seperti 
dikemukakan Meleong, semata-mata dimaksudkan untuk mengukur 
kontinuitas masalah, mempermudah dan mempertajam analisis empiris. 
Analisis data penelitian kuantitatif  dilakukan dengan mengorganisasikan 
data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 
kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan mana yang akan dikaji 
sehingga dapat dibuat satu kesimpulan. 
3.6. Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 





a. Peran yang dimaksud adalah pelaksanaan tugas dan wewenang  
pemerintah daerah dalam Pemberdayaan masyarakat petani 
parameter yang di gunakan yaitu penyuluhan, dukungan sarana dan 
prasarana serta fasilitas pemasaran hasil-hasil pertanian. 
b. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah lembaga eksekutif (Dinas 
Pertanian) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan 
pemerintahan di sektor pertanian.  
c. Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Pertanian, yang di maksud 
pertanian tropika (pertanian segar dalam bentuk sayuran 
(Hortikultura) ). 
d. Peningkatan pendapatan petani adalah peningkatan pendapatan 













HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rumbia 
4.1.1. Kondisi Geografi Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan dari 11 
kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten 
Gowa di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten 
Gowa di sebelah barat dan Kecamatan Kelara di sebelah selatan. Sebanyak 
12 Desa merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian 
dari permukaan laut yang beragam. Menurut jaraknya, maka letak masing-
masing desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat 
bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke ibukota kecamatan maupun ke ibukota 
kabupaten berkisar 0-40  km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Jenetallasa 
yaitu sekitar 40 km dari ibukota kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk 
jarak terdekat adalah Desa Rumbia 23 km dari Bontosunggu. 
Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan luas wilayah 
58,30 km2. Dari luas wilayah tersebut pada Tada tabel 4.1 nampak bahwa 
Desa Jenetallasa memiliki wilayah terluas yaitu 7,50 km2, sedangkan yang 






Tabel 4.1. Luas wilayah Kecamatan Rumbia menurut Desa/Kelurahan 
 tahun 2015 
No Desa/Kelurahan Luas ( Km2 ) Presentase 
1 Lebang Manai 4,65 7,98 
2 Rumbia 6,25 10,72 
3 Bonto Manai 6,92 11,87 
4 Bonto Tiro 2,59 7,34 
5 Loka 3,34 5,44 
6 Tompo Bulu 5,39 9,25 
7 Kassi 5,97 10,24 
8 Pallantikang 5,91 10,14 
9 Lebangmanai Utara 3,05 5,23 
10 Bontocini 3,23 5,54 
11 Jenetallasa 7,50 12,86 
12 Ujung Bulu 3,50 6,00 
 Jumlah 58,30 100,00 







Gambar 4.1 :Peta Kecamatan Rumbia 
 
4.1.2.Penduduk 
Jumlah Penduduk Kurun waktu tahun 2011-2015 jumlah penduduk 
Kecamatan Rumbia meningkat setiap tahun, pada tabel 4,2 nampak bahwa 
jumlah penduduk. Pada tahun 2015 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 
sekitar 11.215 jiwa dan perempuan sekitar 12.067 jiwa. Dengan demikian rasio 
jenis kelamin adalah sekitar 93 yang berarti setiap 100 orang penduduk 
perempuan terdapat sekitar 93 orang penduduk laki-laki. 
Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Rumbia pada tahun 2015 
sekitar 399 jiwa per km2. Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan 





Desa Ujungbulu sekitar 609 jiwa per km2, dan Desa Loka sekitar 593 jiwa per 
km2.  Selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah 
adalah di Desa Jenetallasa sekitar 214 jiwa per km2. 
 Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah 
penduduk yang bekerja, sebanyak 4.592 orang adalah petani pangan, 
sedangkan peternak sebanyak 1.903 orang. Penduduk yang bekerja di luar 
sektor pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 755 orang, Industri 367 
orang, Angkutan 491 orang, dan Jasa hanya 362 orang. Adapun penduduk 
yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 234 orang. 
        Tabel 4.2. Penduduk Kecamatan Rumbia menurut Desa/Kelurahan tahun 2011-2015 
   
Sumber :Data Statistik 2015 
No Desa/Kelurah
an 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Lebang Manai 2.357 2.363 2.369 2.373 2.378 
2 Rumbia 3.046 3.053 3.061 3.066 3.073 
3 Bonto Manai 2.050 2.055 2.061 2.064 2.069 
4 Bonto Tiro 1.905 1.909 1.914 1.918 1.921 
5 Loka 1.965 1.970 1.975 1.978 1.982 
6 Tompo Bulu 1.668 1.672 1.676 1.679 1.689 
7 Kassi 2.317 2.322 2.328 2.332 2.337 
8 Pallantikang 1.751 1.755 1.759 1.763 1.766 
9 Lebang manai 
Utara 
1.253 1.256 1.259 1.262 1.264 
10 Bontocini 1.062 1.065 1.068 1.070 1.072 
11 Jenetallasa 1.593 1.597 1.601 1.603 1.607 
12 Ujung Bulu 2.111 2.117 2.122 2.126 2.130 






a. Luas Tanah dan Penggunaannya 
Ditinjau dari penggunaan tanah, terlihat pada Tabel 4.3 bahwa 
penggunaan tanah terluas adalah tanah kering yang terdiri dari tegalan 
3.918,59 Ha dan tanah sawah seluas 1.357,20  Ha, menyusul pekarangan 
seluas 193,51  Ha. 
Untuk jenis tanah sawah terdiri dari tanah sawah berpengairan Non PU 
seluas 1.124,20 Ha dan sawah tadah hujan/pasang surut seluas 5 Ha. 
b. Tanaman Pangan 
Tanaman pangan yang diusahakan di kecamatan Rumbia meliputi 
padi, jagung, dan ubikayu. Produksi tertinggi adalah pada tanaman jagung 
sebesar 17.920,00  ton dengan rata-rata hasil 56,00 kw/Ha. Menyusul 
produksi tanaman padi sebesar 8.684,80 ton, kemudian tanaman ubi kayu 
sebesar 8.192 ton dengan rata-rata hasil 160 ,00 kw/Ha, selanjutnya adalah 
produksi Kacang tanah sekitar 82,04 ton dengan hasil per hektar 14,65  
kw/Ha. 
c. Hortikultura 
Jenis tanaman sayuran yang diusahakan di kecamatan Rumbia antara 
lain bawang merah, cabe, kubis, wortel, sawi, kentang dan buncis .Produksi 





buahan antara lain tanaman pisang  menghasilkan 1.209,7 ton, mangga 
1.441,6  ton, dan nangka  282 ton. 
d. Perkebunan 
Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kecamatan 
Rumbia pada tahun 2015 antara lain Kopi, Kapok, Jambu Mete, Kemiri, 
Kakao, Cengkeh dengan produksi terbesar adalah Kopi sebesar 647,8 ton, 
dan terkecil adalah aren/siwalan sebesar 1,5145 ton. 
           Tabel 4.3. Luas Lahan di Kecamatan Rumbia menurut Desa/Kelurahan dan   
                                                        Penggunaannya, 2015 (Ha) 
No Desa/Kelurahan Lahan Sawah Tegalan Pekarangan Lain-Lain 
1 Lebang Manai 125,00 328,00 12,00 - 
2 Rumbia  99,20 466,10 15,00 - 
3 Bonto Manai 283,30 366,50 16,60 - 
4 Bonto Tiro 180,00 54,50 19,00 - 
5 Loka 28,20 198,80 19,00 - 
6 Tompo Bulu 49,00 471,40 18,60 - 
7 Kassi 104,50 348,50 16,00 - 
8 Pallantikang 278,20 234,00 14,10 - 
9 Lebangmanai 
Utara 
52,10 238,90 14,00 - 
10 Bontocini 153,00 155,70 14,30 - 
11 Jenetallasa - 737,99 22,01 - 
12 Ujung Bulu 5,00 322,99 22,01 - 
 2015 1.357,20 3.918,59 193,51 - 







4.1.4. Visi dan Misi Kecamatan Rumbia. 
4.1.4.1 Visi Pemerintah Kecamatan Rumbia 
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, 
tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Rumbia serta 
mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat, maka visi Pemerintah Kecamatan Rumbia yang hendak dicapai 
pada tahun 2018: 
’’ Terwujudnya Kecamatan sebagai pendukung utama penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah ” 
 Visi Kecamatan Rumbia tersebut mengandung makna filosofis bahwa 
ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat berada di tingkat kecamatan. Posisi ini, mengidentifikasikan 
bahwa kecamatan memiiki peran yang sangat strategis, sehingga apapun 
yang menjadi performance kecamatan merupakan performance kabupaten. 
Untuk itu penting dipahami bahwa tata kelola pemerintahan dan pelayanan 
kecamatan yang baik akan menciptakan birokrasi yang profesional, bersih dan 
berwibawa yang mampu membawa masyarakat yang lebih sejahtera. Pada sisi 
lain tata pemerintahan dan pelayanan masyarakat kecamatan yang baik akan 
mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 
meningkatnya trust, tegaknya supremasi hukum, transparansi dalam 





 Untuk menciptakan tata pemerintahan kecamatan yang baik 
memerlukan sinergitas antar pilar kepemerintahan yaitu pemerintah, sektor 
swasta dan masyarakat untuk bersama membangun masyarakat menuju lebih 
baik dan sejahtera. 
 Dalam penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya harus 
dibangun sistem tata kelola yang pemerintahan yang transparan dengan 
membuka informasi secara objektif pada masyarakat, sehingga akan 
mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dari semua lapisan dengan 
mengedepankan keseteraan gender dan dapat di pertanggung jawabkan pada 
semua pemangku kepentingan. 
 Masyarakat sejahtera merupakan kondisi masyarakat yang tercukupi 
kebutuhan dasarnya kecukupan kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan 
dan mutu sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan 
pekerjaan,dan kebutuhan dasar lainnya, kecukupan kebutuhan dasar tersebut 
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rumbia baik lahir maupun batin. 
 Suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di 
kecamatan merupakan kunci utama keberhasilan penyelenggaran 
pemerintahan ditingkat kabupaten. Untuk itu mulai dari aspek anggaran, 





yang berpengaruh dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan di 
Kecamatan Rumbia. 
4.1.4.2 Misi Pemerintah Kecamatan Rumbia 
 Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Rumbia 
menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :  
a. Menwujudkan system penyelenggaraan pemerintahan dengan 
pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. 
b. Memberdayakan dan memanfaatkan sarana dan sarana yang ada, 
didukung dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya 
aparatur secara optimal. 
c. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan 
kesejahteraan. 
d. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan produk lokal 
lewat berbagai kegiatan fasilitasi pendidikan. 
Misi dalam Renstra Kecamatan Rumbia ini dirumuskan dengan 
penyataan kongrit sebagai upaya- upaya yang hendak dikerjakan dalam 
mewujudkan Visi.  Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan 
proses pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Oleh 
karena itu, untuk mewujudkan visi Kecamatan Turatea 2014-2018 maka 






1. Memantapkan pengelolaan pembangunan daerah di Kecamatan 
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat 
3. Meningkatkan tugas pemerintahan umum;  
4. Meningkatkan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi 
aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, 
fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraannya; 
5. Meningkatkan pelayanan  kepada seluruh masyarakat. 
4.2 Gambaran umum Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto merupakan unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang Pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Jeneponto, struktur dan susunan organisasi Dinas Pertanian 
Kabupaten Jeneponto. 
 Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Tugas Pokok; diuraikan dalam 
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto, bahwa Dinas Pertanian sebagai unsur 
pelaksana pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi 
dibidang pertanian. Dalam kedudukan seperti ini secara normatif pegawai 
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto harus memiliki tingkat produktivitas 





kemampuan organisasinya untuk mendayagunakan sumberdaya alam, 
teknologi, dan sosial secara tepat dan benar, sehingga tugas pemerintah 
daerah dibidang pertanian dapat dikelola secara tepat dan benar.  
 Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pertanian mempunyai 
fungsi : 
1. Penyusun kebijakan teknis dinas pertanian. 
2. Penyusun rencana stratejik dinas pertanian. 
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian. 
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 
dan kegiatan kepala dinas dalam lingkup Dinas Pertanian. 
5. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum dibidang pertanian. 
4.2.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto  
4.2.1.1 Visi Dinas Pertanian  
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai gambaran 
kesuksesan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dalam rangka 
mewujudkan tujuan pembangunan pertanian. 
Oleh karena itu kebijakan yang ditempuh di dalam pembangunan 
pertanian di Kabupaten Jeneponto diarahkan dan didasarkan pada Visi 





Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang 
Sejahtera”. Dengan demikian setelah mengkaji visi Kabupaten Jeneponto dan 
menyelaraskan Program Pembangunan Pertanian, maka dapat ditetapkan Visi 
Dinas Pertanian sebagai   berikut : 
“Mewujudkaan Pertanian yang maju, tangguh, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera” 
Terkait dengan Visi Dinas Pertanian, maka dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
 Pertanian seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, 
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya 
alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan 
bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk 
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; 
 Maju adalah kondisi pertanian dan peternakan yang produktif, berdaya 
saing, mandiri  dan inovatif; 
 Tangguh adalah mampu mengantisipasi hambatan dan tantangan untuk 
kemajuan usahanya;  
 Berkelanjutan adalah pelayanan dan daya saing yang berjalan secara 
berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi sumber daya dan 





 Berwawasan Lingkungan adalah pengelolaan lahan pertanian yang 
memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan sekitarnya sehingga 
tercipta lingkungan yang sehat serta produk-produk pertanian yang ramah 
lingkungan; 
 Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera adalah suatu kondisi terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan membaiknya indikator 
pembangunan Sumber Daya Manusia antara lain: pendapatan per kapita, 
menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta semakin 
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya 
perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar manusia (pangan, 
papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja);  
4.2.1.2 Misi Dinas Pertanian  
 Pencerminan visi Dinas Pertanian dalam bentuk yang lebih nyata 
diarahkan untuk mewujudkan usaha pencapaian tujuan pembangunan 
pertanian yaitu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat 
berwawasan lingkungan. Adapun Misi Dinas Pertanian sebagai   berikut :  
1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian 
dan peternakan secara berkelanjutan. 
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana 





3. Meningkatkan kualitas kinerja dan aparatur pemerintah di bidang pertanian 
yang amanah dan profesional. 
4. Pengembangan sumberdaya manusia yang professional serta mampu 
memanfaatkan iptek dan sumber daya lokal sehingga dapat menghasilkan 
produk pertanian dan peternakan berdaya saing tinggi. 
4.2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian 
  Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis 
organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan 
menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian 
misi.  
 Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 
mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang 
bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. 
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan 








Tabel 4.4. : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto                                              
Tahun 2014 – 2018 
No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Target Kinerja Pada Tahun Ke- 
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meningkat 1 % 





% per tahun 




1,5 % per 
tahun (Ton) 153.499 155.802 158.139 160.511 162.919 
Produktivitas                   
Ubi Kayu 
meningkat 0,5 
% per tahun 




1,5 % per 
tahun (Ton) 3.397 3.448 3.500 3.552 3.606 
   Produktivitas              
Ubi Jalar 
meningkat 





































% per tahun 
(Ton)  10.265,34 10.367,99 10.471,67 10.576,39 
10.682,1
5 
  Produktivitas              
Mangga 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 60,34 60,40 60,46 60,52 60,58 
   Produksi 
Durian 
meningkat  
1 % per 
tahun (Ton) 500,00 505,00 510,05 515,15 520,30 
   Produktivitas              
Durian 
meningkat 0,1 





% per tahun 
(Kw/Ha) 
   Produksi 
Markisa 
meningkat  
1 % per 
tahun (Ton) 2.279,47 2.302,26 2.325,28 2.348,53 
2.372,0
2 
   Produktivitas              
Markisa 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 295,70 296,00 296,30 296,70 297,00 




1 % per 









% per tahun 
(Kw/Ha) 
40,04 40,08 40,12 40,16 40,20 
   Produksi 
Pisang 
meningkat 1 
% per tahun 
(Ton) 2.257,35 2.279,92 2.302,72 2.325,75 
2.349,0
1 
   Produktivitas              
Pisang 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 399,10 399,50 399,90 400,30 400,70 
   Produksi 
Semangka 
meningkat 1 
% per tahun 
(Ton) 163,92 165,56 167,22 168,90 170,59 
   Produktivitas              
Semangka 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 13,65 13,66 13,67 13,68 13,69 
   Produksi 
Bawang  
Merah 
meningkat 1 % 
per tahun (Ton) 910,11 919,21 928,40 937,69 947,07 
   Produktivitas              
Bawang 







% per tahun 
(Kw/Ha) 
   Produksi  
Cabe Rawit 
meningkat  
1 % per tahun 
(Ton) 
 
2.066,26 2.086,92 2.107,79 2.128,87 
2.150,1
6 
   Produktivitas              
Cabe Rawit 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 31,41 31,44 31,47 31,50 31,53 
   Produksi  
Cabe Besar 
meningkat  
1 % per tahun 
(Ton)  518,23 523,41 528,65 533,93 539,27 




% per tahun 
(Kw/Ha) 47,12 47,17 47,21 47,26 47,31 
   Produksi 
Kentang 
meningkat 1 
% per tahun 
(Ton)  244,02 246,46 248,92 251,41 253,92 
   Produktivitas              
Kentang 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 52,57 52,62 52,67 52,72 52,77 
   Produksi Kubis 
meningkat  
1 % per tahun 
(Ton) 346,13 349,59 353,08 356,61 360,18 
   Produktivitas              
Kubis 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 68,61 68,68 68,75 68,81 68,88 
   Produksi 
Wortel 
meningkat 1 
% per tahun 





   Produktivitas              
Wortel 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 73,55 73,63 73,70 73,77 73,85 
   Produksi 
Tomat 
meningkat 1 
% per tahun 
(Ton) 320,68 323,88 327,12 330,39 333,70 
   Produktivitas 
Tomat 
meningkat 0,1 
% per tahun 
(Kw/Ha) 
29,70 29,73 29,76 29,79 29,82 
   Produksi 
Petsai/sawi 
meningkat 1 
% per tahun 
(Ton) 313,71 316,84 320,01 323,21 326,44 
   Produktivitas 
Petsai/sawi 
meningkat 0,1 
% per tahun 









9,05 % per 
tahun (ekor) 27.797 30.313 33.056 36.048 39.310 
  Populasi 
Kerbau 
meningkat 
5,84 % per 
tahun (ekor) 3.503 3.708 3.925 4.154 4.397 
   Populasi 
Kambing 
meningkat 
20 % per 
tahun (ekor) 164.929 197.915 237.498 284.998 341.997 
   Populasi 
Domba 
meningkat 4 
% per tahun 
(ekor) 527 548 570 593 617 
   Populasi 
Kuda 
meningkat 
30,4 % per 
tahun (ekor) 80.608 105.113 137.067 178.736 233.071 
   Populasi  
Itik 
meningkat 








35,1 % per 
tahun (ekor) 




25,9 % per 
tahun (ekor) 1.895.370 2.386.271 3.004.316 3.782.433 
4.762.08
3 




17,4 % per 
tahun (ekor) 858.957 1.008.416 1.183.880 1.389.875 
1.631.71
3 




25,7 % per 
tahun (ekor) 7.668 9.638 12.115 15.229 19.143 




10 % per 
tahun (butir) 1.848.721 2.033.593 2.236.952 2.460.647 
2.706.71
2 




39 % per 
tahun (butir) 2.692.052 3.741.952 5.201.314 7.229.826 
10.049.45
8 




35 % per 
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 4.2.1.4. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran 
RPJMD 
Indikator kinerja Dinas Pertanian yang mengacu kepada tujuan dan 
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Jeneponto tahun 2014–2018 yang menggambarkan Target 
capaian kinerja pertahun. Dengan pencapaian kinerja pertahun secara 
komulatif dapat memberi kontribusi terhadap capaian kinerja dalam setiap 
tahun berdasarkan indikator yang ditetapkan yaitu kebijakan dan program. 
Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan 
outcome program Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto atau indikator 
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang 
diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.  
4.2.2.Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
 Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggung 
jawab masing - masing personil yang terlibat dalam suatu organisasi. Dengan 
adanya struktur organisasi dapat membantu kelancaran aktivitas kantor karena 
semua personil diberikan kejelasan kedudukan dan fungsinya serta 
mekanisme pertanggung jawaban atas pekerjaan yang dilakukan, sehinga 
struktur organisasi ini adalah tindakan pembagian tugas dan bukan pemisahan 
disebabkan semua pihak - pihak yang terlibat dalam kantor saling 





 Tugas pokok Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto diuraikan 
dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 
Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto terdiri dari kepala dinas, 
sekretaris dinas serta 4 (empat) bidang yaitu 1). Bidang tanaman pangan, 2). 
Bidang hortikultura, 3). Bidang pengelolaan lahan, air dan perlindungan 
tanaman serta 4). Bidang peternakan. Dalam pembagian tugas pokok dan 
fungsi pada setiap bidang  perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi yang baik 
dalam pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta 
peternakan, sedangkan bidang pengelolaan lahan, air dan perlindungan 
tanaman yang berfungsi sebagai sarana penunjang dalam pengembangan 
komoditi pertanian sehingga kinerja organisasi Dinas Pertanian dalam 
pencapaian target akan lebih efektif. 
 Adapun uarian tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja Dinas Pertanian 
Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut : 
1.  Kepala Dinas 
{1} Dinas    Pertanian    Dipimpin   oleh    seorang  Kepala  Dinas, mempunyai 
Tugas Pokok, membantu Bupati Jeneponto dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan 





Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Pengelolaan Lahan, Air 
dan Perlindungan Tanaman, Bidang Peternakan. 
{2} Tugas pokok dimaksud ayat {1} pasal ini dapat dirinci sebagai berikut : 
a. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja di Bidang Pertanian 
dan rencana kerja Dinas Pertanian. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pertanian sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan. 
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
e. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
f. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas. 
g. Menilai prestasi kerja bawahan. 
h. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Bidang 
Pertanian. 
i. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja. 
j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama di Bidang Pertanian 





k. Memberikan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
l. Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan  dan 
pemanfaatan sumberdaya lahan dan air irigasi. 
m. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya 
manusia (SDM Pertanian) dalam menunjang kegiatan pembangunan 
pertanian. 
n. Mengkoordinasikan pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan 
kegiatan penyuluhan, penelitian, pengembangan teknologi pertanian, 
perlindungan tanaman, pengembangan statistik dan sistem informasi 
pertanian. 
o. Menetapkan kebijakan teknis dan pembinaan dalam kegiatan 
pembenihan tanaman dan pembibitan ternak. 
p. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pemanfaatan pupuk, pestisida obat hewan, pakan ternak, 
alat dan mesin pertanian. 
q. Menetapkan kebijakan teknis, pengendalian/pengawasan dan 
pemberian izin dalam bidang pertanian, peningkatan kesehatan 





r. Mengikuti rapat, pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di 
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
s. Melaporkan hasilpelaksanaan tugas Dinas Pertanian kepada atasan. 
t. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
2.  Sekretaris 
{1}. Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan 
perencanaan, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan pelaporan 
pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
{2}. Tugas Pokok Yaitu  : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Bagian Sekretaris Dinas 
Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas kegiatan bawahan. 





f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Bagian Sekretaris dalam 
rangka penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian  
Kabupaten Jeneponto. 
h. Menyusun rencana pelaksanaan tugas di Bagian Sekretaris Dinas 
Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
i. Memotivasi bawahan di Bagian Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten 
Jeneponto. 
j. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan kegiatan administrasi 
keuangan, kepegawaian, administrasi umum dengan para Kepala 
Bidang. 
k. Mengkoordinasikan pengelolaan dan administrasi keuangan, 
kepegawaian, administrasi umum, urusan rumah tangga, 
perlengkapan, kepertokolan dan kehumasan. 
l. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis operasional di 
Bagian Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
m. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di Bagian Sekretaris Dinas 
Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
n. Mengikuti rapat, pertemuan dan seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Bagian 





o. Melaporakan hasil pelaksanaan tugas-tugas Bagian Sekretaris 
kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
p. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Bagian 
Sekretaris yang diberikan oleh atasan. 
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
{1}. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pengelolaan administrasi 
umum dan kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, yang 
meliputi urusan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, kearsipan, 
administrasi perjalanan dinas, urusan rumah tangga dan perlengkapan 
dinas. 
{2}.Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 






e. Membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas serta mengatur tata 
naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Menyusun rencana kebutuhan dan urusan rumah tangga dinas. 
h. Merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dan menyusun 
administrasi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian dan 
penghapusan barang inventaris dinas. 
i. Menyiapkan petunjuk teknis operasional tugas-tugas Sub Bagian pada 
Sekretaris. 
j. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi mutasi, 
kenaikan pangkat, pensiun, cuti, pemberhentian izin belajar, askes dan 
pembinaan karir pegawai. 
k. Memotivasi, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi 
serta mengendalikan pelaksanaan tugas para bawahan pada Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian. 
l. Mengatur kegiatan protokoler termasuk kegiatan upacara dan apel. 
m. Mengatur administrasi dan menyiapkan surat-surat perintah 
perjalanan dinas (SPPD) serta mendokumentasikan laporan 
pelaksanaan SPPD. 






o. Mengatur rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian. 
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian. 
q. Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan atasan untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
 Sub Bagian Program 
{1}. Sub   Bagian   Program  dipimpin   oleh   seorang   Kepala Sub Bagian, 
mempunyai tugas pokok melaksanakan/membuat perencanaan dan 
pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, yang meliputi urusan 
menyusun renjana kerja dinas serta membuat laporan dari kegiatan pada 
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
{2}. Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Dinas Pertanian Kabupaten 
Jeneponto. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 






d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas / kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memaraf  naskah dinas serta mengatur tata 
naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Menyusun rencana kebutuhan dan Urusan Rumah Tangga Dinas. 
h. Menyusun rencana kebutuhan dinas dalam rangka penyusunan 
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 
i. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Program.  
j. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pada 
Sub Bagian Program.  
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program. 
l. Melaksanakan kedinasan lain yang relevan dengan fungsi Sub Bagian 
Program yang dibuat oleh atasan. 
 Sub Bagian Keuangan 
{1}. Sub   Bagian   Keuangan   dipimpin   oleh   seorang   Kepala   Sub Bagian, 
mempunyai tugas pokok, mengelola kegiatan administrasi keuangan 
termasuk proses penyusunan perencanaan kegiatan/program dan 
penyusunan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 





a. Menyusun rencana kegiatan/program Sub Bagian Keuangan. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Mengoreksi dan menandatangani  naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Menyiapkan dan mempelajari peratuan perundang-undangan dan 
ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
h. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan/program 
dan rencana anggaran. 
i. Menyusun rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan. 
j. Menyiapkan petunjuk teknis operasional tugas-tugas pada Sub Bagian 
Keuangan. 
k. Mengkoordinasikan rencana penyusunan program dan pengelolaan 
keuangan dengan para kepala Bidang melalui Sekretaris dalam 





l. Menghimpun usulan anggaran kegiatan rutin dan kegiatan 
pembangunan dinas melalui Sekretaris. 
m. Menyusun Anggaran Satuan Kerja. 
n. Melakukan penyelenggaraan administrasi keuangan, pencatatan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas. 
o. Memotivasi bawahan pada Sub Bagian Keuangan. 
p. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pada 
Sub Bagian Sekretaris.  
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan. 
r. Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 
3.  Bidang Tanaman Pangan 
{1}. Sub Bagian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk 
pengembangan kegiatan dalam Bidang Tanaman Pangan yang mencakup 
kegiatan produksi padi dan palawija serta kegiatan usahatani, pengolahan 
dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan. 
{2}. Tugas Pokok Bidang Tanaman Pangan yaitu : 





b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas / kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Bidang 
Tanaman Pangan. 
h. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pengadaan 
dan penyaluran barang dan jasa di Bidang Tanaman Pangan. 
i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perizinan dalam Bidang 
Tanaman Pangan. 
j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pembinaan 
usahatani, pengolahan hasil dan pemasaran. 
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan usaha 
tani, pengolahan hasil dan pemasaran. 
l. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dalam usaha perbaikan dan 





m. Mengupayakan pengembangan tanaman pangan yang berwawasan 
lingkungan. 
n. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di 
Bidang Tanaman Pangan. 
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Bidang Tanaman Pangan. 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang  relevan. 
 Seksi Produksi Padi Dan Palawija 
{1}. Seksi  Produksi  dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
mempunyai Tugas Pokok mengawasi dan melaksanakan pembinaan 
kegiatan produksi padi dan palawija termasuk kegiatan perencanaan, 
arahan pelaksanaan tugas, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas, 
koordinasian, serta laporan pelaksanaan program/kegiatan di Seksi 
Produksi Padi dan Palawija Bidang Tanaman Pangan. 
{2}. Tugas Pokok yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Seksi Produksi dan Palawija. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 






d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Melaksanakan kebijakan pembinaan teknis untuk peningkatan dan 
pengembangan produksi padi dan palawija. 
h. Menyediakan standar pengujian mutu dan melaksanakan pemantauan 
penerapan standar pengujian produksi padi dan palawija. 
i. Mengupayakan pengembangan produksi padi dan palawija yang 
berwawasan lingkungan. 
j. Mengupayakan pengembangan dan penyebaran teknologi pertanian. 
k. Membuat rekomendasi terhadap penggunaan teknologi pertanian. 
l. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Produksi Padi dan Palawija. 
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Produksi Padi dan 
Palawija kepada Bidang Tanaman Pangan. 
n. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi Produksi 
dan Palawija. 





{1}. Seksi  Bina  Usahatani   dipimpin   oleh   seorang   Kepala  Seksi, 
mempunyai Tugas Pokok membina dan mengembangkan kegiatan 
usahatani, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan termasuk 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi, 
koordinasian, serta laporan pelaksanaan program/kegiatan di Seksi Bina 
Usahatani. 
{2}. Tugas Pokok yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Seksi Bina Usahatani. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan usahatani 
tanaman pangan. 





i. Mengumpulkan, mengolah dan mengembangan informasi pemasaran 
dan tata niaga hasil tanaman pangan. 
j. Mempersiapkan kebijakan teknis penyebarluasan informasi tentang 
pemanfaatan tanaman yang bergizi. 
k. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas tanaman 
pangan dan bibit, benih dari wilayah luar. 
l. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Bina Usahatani. 
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Bina Usahatani 
kepada Bidang Tanaman Pangan. 
n. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi Bina 
Usahatani yang diberikan kepada Bidang Tanaman Pangan. 
  Seksi Intensifikasi Pertanian 
{1}. Seksi Intensifikasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan dan pengendalian 
dalam rangka Program Intensifikasi Pertanian. 
{2}. Tugas Pokok yaitu : 





b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan sesuai petunjuk program Seksi 
Intensifikasi Pertanian. 
h. Melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis kepada 
kelompok tani. 
i. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka 
program Seksi Intensifikasi Pertanian. 
j. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Intensifikasi Pertanian. 
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Intensifikasi 
Pertanian kepada Bidang Tanaman Pangan. 






4. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman 
{1}. Bidang  Pengelolaan  Lahan,  Air   dan   Perlindungan  Tanaman dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai Tugas Pokok merumuskan 
kebijakan teknis dan pembinaan kegiatan Pengelolaan  Lahan, Air  dan  
Perlindungan Tanaman. 
{2}. Tugas  Pokok Bidang Pengelolaan  Lahan, Air  dan  Perlindungan 
Tanaman yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Bidang Pengelolaan Lahan, Air  
dan  Perlindungan Tanaman. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Bidang 





h. Mengembangkan kegiatan rehabilitasi lahan untuk meningkatkan 
kesuburan dan produktivitas lahan. 
i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan konservasi 
lahan pertanian. 
j. Mengkoordinasikan kegiatan perlindungan tenaman dalam rangka 
peningkat produksi tanaman. 
k. Mengidentifikasi permasalahan dan mengupayakan pemecahan 
masalah yang berkaitan dengan kesuburan tanah serta serangan 
hama/penyakit. 
l. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi. 
m. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang 
Pengelolaan  Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman. 
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pengelolaan 
Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman. 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan fungsi 
Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman. 
 Seksi  Pengelolaan Lahan 
{1}. Seksi Pengelolaan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
mempunyai Tugas Pokok membina dan mengembangkan kegiatan 





pengawasan, evaluasi dan koordinasi serta pelaksanaan 
program/kegiatan di Seksi Pengelolaan Lahan. 
{2}. Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Lahan yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Seksi Pengelolaan Lahan. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Menyiapkan pedoman operasional pelaksanaan konsevasi lahan. 
h. Melaksanakan pembinaan terhadap kelestarian tanah. 
i. Melakukan bimbingan pemanfaatan tata guna lahan sesuai 
agroekosistem wilayah yang berwawasan lingkungan. 






k. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Pengelolaan Lahan. 
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Pengelolaan Lahan. 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan fungsi Seksi 
Pengelolaan Lahan. 
 Seksi Perlindungan Tanaman 
{1}. Seksi Perlindungan Tanaman  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
mempunyai Tugas Pokok membina dan mengembangkan kegiatan 
perlindungan tanaman termasuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan, 
pengawasan dan evaluasi, koordinasi, serta laporan pelaksanaan 
program/kegiatan di Seksi Perlindungan Tanaman. 
{2}. Tugas Pokok Seksi Perlindungan Tanaman yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Seksi Perlindungan Tanaman. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 






e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyebaran, 
luas serangan dan intensitas serangan hama dan penyakit tanaman. 
h. Menyiapkan petunjuk dan pedoman pengendalian hama/penyakit 
tanaman. 
i. Mengawasi mutu, jenis bahan dan alat pengendalian hama dan 
penyakit tanaman. 
j. Menguji penggunaan teknologi pengendalian organisme pengganggu 
tanaman. 
k. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan 
serangan hama/penyakit tanaman. 
l. Memberikan rekomendasi penggunaan alat dan bahan perlindungan 
tanaman. 
m. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Seksi 
Perlindungan Tanaman. 
n. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Perlindungan Tanaman. 
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Perlindungan 





p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan fungsi Seksi 
Perlindungan Tanaman.  
 Seksi  Pengelolaan Air 
{1}. Seksi Pengelolaan Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai 
Tugas Pokok membina dan mengembangkan kegiatan rehabilitasi lahan 
termasuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi dan 
koordinasi serta pelaksanaan program/kegiatan di Seksi Pengelolaan Air. 
{2}. Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Air yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Seksi Pengelolaan Air. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Menyiapkan pedoman operasional pelaksanaan Pengelolaan Air. 





i. Melakukan bimbingan pemanfaatan air dan tata guna air sesuai 
agroekosistem wilayah. 
j. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Seksi 
Pengelolaan Air. 
k. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Pengelolaan Air. 
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Pengelolaan Air. 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan fungsi Seksi 
Pengelolaan Air. 
4.3 Dinamika Otonomi  Daerah  dan  Hubungannya  Dengan 
Peningkatan Kesejahteraan Petani 
            Hampir  semua  kebijakan  pembangunan  kesejahteraan  
masyarakat  di setiap  daerah  yang  ada  di  Indonesia  sangat  
dipengaruhi  oleh  dinamika otonomi  daerah,  tak  terkecuali  di  
Kecamatan Rumbia kabupaten  Jeneponto.  Dari  hasil wawancara  
mendalam  yang  dilakukan  tak  sedikit  ditemukan  keluhan-keluhan  
oleh  petani  yang  menganggap  bahwa  kebijakan  Pemerintah tidak 
tepat sasaran terutama kebijakan pemberian bantuan Petani, baik 
berupa bantuan bibit, pupuk dan sarana prasarana yang lainnya. 





kebijakan  peningkatan kesejahteraan  petani  sedikit  banyaknya  
berkaitan  dengan  dinamika politik  dimana  hanya  kelompok  petani 
yang  sering  melakukan komunikasi politik secara vertikal yang 
mendapatkan akses lebih terhadap program  kebijakan  peningkatan  
kesejahteraan  petani  sedangkan  yang tidak memiliki akses kebijakan 
secara vertikal tidak pernah tersentuh oleh kebijakan pemerintah.  
Olehnya demikian, menjadi penting dan mendesak bagi  pemerintah  
untuk  melakukan  kaji  ulang  kebijakan  demi  untuk pemerataan  dan  
peningkatan  kesejahteraan  petani.  Untuk menemukenali secara detail 
persoalan-persoalan yang sangat mendasar berkaitan hubungan antara 
dinamika otonomi daerah dengan peningkatan kesejahteraan petani 
maka Pemerintah dapat melakukan survey sosial ekonomi. Hasil dari 
survey tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam 
merumuskan model kebijakan yang adil dan tepat sasaran. 
4. 3. 1  Telaahan Renstra dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian 
Pertanian Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 dan telaahan terhadap 
Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 





Kabupaten Jeneponto beserta faktor penghambat dan faktor pendorong 
keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.5  
Tabel 4.5. Permasalahan  Pelayanan  Dinas   Pertanian   Kabupaten  Jeneponto  
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta Faktor 
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 
No 








(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Pertumbuhan Komoditas 
Pangan:  
a. Padi = 3,56%/thn  
b. Jagung = 10,02%/thn 
c. Kedelai 20,05%/thn  
d. Kacang Tanah 10,20 
%/thn  
e. Kacang Hijau = 
4,55%/thn  
f. Ubi Kayu = 4,55%/thn  
g. Ubi Jalar = 6,78%/thn  
h. Hortikultura (Sayuran, 
Buah-buahan, Tanaman 
Hias dan Tanaman 











lahan, dan air. 
























h. Belum padunya 
















b. Semakin tingginya 







e. Menurunnya minat 
generasi muda 
terhadap sektor 
pertanian TPH  
f. Aksesibilitas petani 
terhadap sarana 
produksi dan 
permodalan terbatas  
g. Tingkat kehilangan 
hasil masih tinggi  































Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 2016 
4. 3. 2  Pegelolaan Pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto 
 Pada  bab  ini  akan  diuraikan  hasil  penelitian  yang  menyajikan  
data  yang  telah diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  
dokumentasi  yang  disertai  dengan penjelasan-penjelasan  untuk 
mempermudah  dalam  melakukan  proses  pembahasan hasil  penelitian.  
Adapun  uraian  hasil  dan  pembahasan  didasarkan  pada  fokus 
penelitian yang telah ditetapkan. 
 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peran Pemerintah Daerah 
Dalam Pengelolaan sektor petanian terhadap peningkatan pendapatan 







ke sentra produksi 
belum memadai  
2 Pencapaian swasembada 
dan swasembada 
berkelanjutan 




merata dan meluas 
terutama pada 
wilayah potensi 









a. Alokasi anggaran 
pada upaya 
pengembangan 
sektoral masih minim 




pemerintah/ bukan di 
RPH 
c. Dinamika iklim/ cuaca 
yang memicu 
munculnya wabah 


























peneliti akan menjelaskan tiga parameter yang di gunakan didalam 
pengelolaan sektor pertanian yang meliputi penyuluhan, dukungan sarana 
dan prasarana serta fasilitas pemasaran hasil-hasil pertanian.  
1. Peran Pemerintah daerah dalam penyuluhan pengelolaan  
potensi sektor pertanian di Kecamatan Rumbia     
Penyuluhan pertanian adalah upaya menyampaikan informasi 
(pesan) yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh 
pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara 
langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu 
menggunakan inovasi teknologi pertanian baru. Umumnya pesan 
terdiri dari sejumlah simbol dan isi pesan inilah yang memperoleh 
perlakuan. Bentuk perlakuan tersebut memilih, menata, 
menyederhanakan, menyajikan dan lain-lain. Simbol yang mudah 
diamati dan paling banyak digunakan yaitu bahasa. Keputusan-
keputusan yang dibuat oleh penyuluh pertanian atau sumber untuk 
memilih serta menata isi pesan dan simbol yang digunakan pada pesan 
dapat dikatakan teknik penyuluhan pertanian  (Kusnadi 2011). 
Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani 
akan teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru gunna 
meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peranan 
penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat 





sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai 
proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan), dan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan dilakukan 
dengan tujan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi 
tanaman yang dibudidayakan petani serta dapat mensejahterakan 
petani (Saadah dkk., 2011). 
Tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas bidang penyuluhan pertanian 
Uraian Tugas 
1. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian 
2. Melaksanakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, 
tata kerja dan metode penyuluhan pertanian 
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran 
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
4. Mengelola kelembagaan dan ketenagaan Penyuluh Pertanian 
5. Melakukan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan 
dan forum masyarakat bagi pelaku dan pelaku utama 
6. Meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan 
swasta 
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian 
8. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan 





9. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan 
penyuluhan pertanian 
10. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan 
metodologi penyuluhan pertanian 
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
penyuluhan pertanian 
12. Melakukan fasilitasi penilaian penyuluh pertanian 
13. Melakukan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani 
14. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier 
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
Uraian Fungsi 
1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian 
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
kelembagaan penyuluhan pertanian 
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian 






3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian 
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan 
informasi penyuluhan pertanian 
Adapun wawancara dengan salah seorang informan dari tim 
penyuluhan (S) kabupaten Jeneponto (Dinas Pertanian) mengemukakan  
bahwa : 
“Penyuluhan yang di lakukan kepada masyarakat adalah 
sistem laku ( latihan  dan kunjungan ) kendala yang di hadapi 
terletak pada  keterbatasan penyuluh serta masyarakat itu sendiri 
karena sistem kerja otaknya ada di mata, harus melihat secara 
langsung baru dapat percaya, ”.(Wawancara 20 Juni 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari tim penyuluh dapat disimpulkan 
bahwa metode yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah sistem laku ( latihan 
dan kunjungan ) kepada masyarakat petani setempat agar dapat 
memaksimalkan tata cara dalam bertani secara benar sehingga hasil dari 
pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani, yang menjadi kendala yaitu 
terletak pada keterbatasan petugas penyuluh di lapangan karena sebagian 
besar masyarakat sitem kerja otaknya ada dimata yaitu mereka harus dapat 
melihat secara langsung baru bisa percaya apa yang di ajarkan oleh petugas 
penyuluhan.  







                      Tabel  4,6   Daftar nama-nama penyuluh Kecamatan Rumbia 
Sumber Data : Rumbia 2016 
Keterbatasan penyuluh yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) 
berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena 
mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah pelaksana 
terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para 
pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM 
yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program Informasi merupakan 
sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. 
Penyuluhan pertanian memiliki peran penting, yaitu sebagai kegiatan 
yang merupakan katalis, pendamping, perantara, dan penemu solusi bagi 
pembangunan pertanian. Keberhasilan penyuluhan pertanian ditentukan pula 
oleh profesionalitas penyuluh, yang memiliki tugas utama sebagai 
pembimbing, pendorong, motivator, komunikator, dan lain-lain. Penyuluhan 
berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan teknologi maupun 
informasi-informasi pertanian yang baru guna meningkatkan kesejahteraan 
NO Nama Lokasi/Desa penyuluhan 
1 Sallatu.SP.MSi Koord./Supervisor Kec. Rumbia 
2 Misbahuddin.ST Desa Kassi 
3 Suhardi.SST Desa Jenetallasa,Ujung bulu, Loka 
4 Darsis Rauf Desa Tompobulu 
5 Syarifuddin.SP Desa Bontotiro, Loka, Jenetallasa 
6 Hendra.SPt Desa Lebang mania, Lebang manai Utara 
7 Ari Suandi.STP Desa Rumbia, Bontomanai 
8 H.Hamzah.SST Desa Tompobulu, Ujung bulu 
9 Sanneru Desa Pallantikang, Kassi 
10 Naswardhana.SP Desa Pallantikang  





petani beserta keluarganya. Berikut ini wawancara dengan salah seorang 
informan lain dari tim penyuluhan (S)  kabupaten Jeneponto mengemukakan  
bahwa : 
 “Proses penyuluhan dilakukan di lapangan maupun di 
pinggir jalan atau dimana ada orang berkumpul, baik di jalan 
maupun di rumah mereka dengan berdiskusi secara langsung 
karena pertemuan secara rutin yang di lakukan kadang tidak 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. ”.(Wawancara 20 Juni 
2016) 
Adapun hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Jadwal 
pertemuan antara penyuluh dan masyarakat petani yang tidak tepat waktu 
sehingga petugas penyuluh memberikan informasi tentang pertanian kepada 
petani secara langsung, penyuluhan dilakukan secara langsung kepada petani 
baik di perkebunan masyarakat petani maupun di rumah atau sepanjang jalan 
tempat berkumpulnya masyarakat petani untuk memberikan penjelasan, 
sebagai proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan), dan sebagai proses pendidikan.  
Adapun hasil wawancara dengan salah seorang informan dari staf 
camat (M)  ( Kecamatan) mengemukakan  bahwa : 
“Sistem penyuluhan yang di lakukan oleh pemerintah 
daerah belum optimal  ke masyarakat, pertemuan rutin tidak 
terselenggara dengan sempurna serta kurang koordinasi dari 
pihak penyuluh dengan petani.”.(Wawancara 10 Juni 2016) 
 
Hasil wawancara menunjukan bahwa koordinasi antara  petugas penyuluh 





pihak penyuluh dan masyarakat petani dapat meningkatkan inovasi 
masyarakat dalam bertani sehingga dapat berpengaruh besar terhadap 
pendapatan petani pada umumnya. 
Kesadaran dan kemampuannya menerapkan inovasi yang disampaikan 
melainkan harus menjadi jembatan penghubungan antara pemerintah dan 
masyarakat. Dalam hal ini seorang penyuluh  harus dapat menyampaikan 
inovasi dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang harus diterima dan 
dilaksanakan oleh masyarakat sasaran penyuluhan dan menyampaikan 
umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah / lembaga 
penyuluhan yang bersangkutan. Dengan menempatkan diri pada kedudukan 
dan posisi seperti ini, seorang penyuluh mampu melaksanakan tugas atau 
berperan dengan baik dipandang dari kedua belah pihak. Dirinya sebagai 
aparatur pemerintah seorang penyuluh dapat mengamankan kebijakan 
pemerintah atau keinginan lembaga penyuluhan dalam membantu masyarakat 
memperbaiki untuk hidup dan kesejahteraannya dan sebagai pengayom 
masyarakat atau memperoleh kepercayaan dan dapat diterima oleh 
masyarakat sasaran penyuluhan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan dari 
kelompok tani (I) mengemukakan  bahwa: 
“Seorang yang melakukan tugas penyuluhan adalah 
orang luar sehingga petani tidak kenal dengan penyuluh 





masyarakat itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran 
masyarakat (Petani) dalam melakukan koordinasi dengan 
penyuluh”.(Wawancara 11 Juni 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kelompok tani 
dapat disimpulkan bahwa dalam penyuluhan hal yang terpenting yaitu petugas 
penyuluh harus mengenal masyarakat setempat agar koordinasi antara 
petugas penyuluh dengan masyarakat petani dapat berjalan dengan baik. 
Hubungan antara petugas penyuluh harus saling mengenal dengan baik 
agar kerjasama antara keduanya dapat berjalan sesuai dengan rencana. 
Penyuluh sangat membantu para petani untuk dapat menganilisis dan 
menafsirkan situasi yang sedang berkembang, sehingga petani dapat 
membuat perkiraan ke depan dan memilimaliskan kemungkinan masalah yang 
akan dihadapi. Selain itu kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses 
belajar petani melalui pendekatan kelompok dan diarahkan untuk terwujudnya 
kemampuan kerja sama yang lebih efektif, sehingga mampu menerapkan 
inovasi, mengatasi berbagai resiko kegagalan usaha. Dalam rangka 
menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga 
mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, 
berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan lingkungan 
lebih sehat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan  salah seorang informan dari 





“Penyuluhan sudah berjalan sejak lama sebagai kendala dari 
penyuluhan yaitu penyuluh tidak di undang jika ada acara pertemuan di 
lapangan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut  berpartisipasi 
dalam kegiatan rutin ( pertemuan penyuluh ).”.(Wawancara 12 Juni 2016) 
 
Hasil wawancara menunjukan bahwa penyuluhan selama ini sudah 
terlaksana hanya saja koordinasi antara petugas penyuluh dengan masyarakat 
petani masih terhambat sehingga jadwal pertemuan kadang tidak dihadiri oleh 
petugas penyuluh. Dalam berbagai pertemuan yang dilakukan petani sangat 
jarang atau sedikit yang memberi hati untuk menghadiri rapat-rapat di balai 
desa. Hal ini menyebabkan tidak semua petani mendapatkan informasi yang 
telah disampaikan. Dalam hal ini salah satu indikator berperannya penyuluh 
pertanian adalah perkembangan kelompok tani yang ditunjukkan melalui 
kemampuan baik dalam hal teknis maupun managemen usahatani yang 
dijalankan. 
2. Peran Pemerintah daerah dalam menfasilitasi sarana dan  
prasarana pendukung sektor pertanian di Kecamatan Rumbia 
Secara umum sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 
adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam kegiatan 
penyuluhan baik alat tersebut sebagai peralatan pembantu maupun 
peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mendukung 
penyelenggaraan penyuluhan. Sedang menurut Permentan Nomor 51 





peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk mendukung 
penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 
Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan 
efisien, ketersediaan sarana prasarana penyuluhan yang memadai baik 
jenis maupun jumlahnya sangat dibutuhkan. Dalam UU Nomor 16 
Tahun 2006 pasal 31 ayat 1, bahwa untuk meningkatkan kapasitas 
kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan 
prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan 
dengan efektif dan efisien. 
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kinerja 
seorang penyuluh adalah sejauh mana kegiatan penyuluhan yang 
dijalankannya ditunjang dengan ketersediaan sarana/prasarana yang 
memadai. 
Ketidak tersediaannya sarana prasarana penyuluhan akan 
berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya penyelenggaraan 
penyuluhan, lebih parahnya lagi dapat menjadi masalah serius bagi 
penyuluh. Merujuk pada pendapat van den Ban dan Hawkins (1999) 
bahwa ketidak tersedianya sarana penunjang untuk kegiatan 
penyuluhan menimbulkan masalah bagi seorang penyuluh yang 





menyediakan sarana yang mereka butuhkan. Sebagai seorang 
penyuluh yang mempertaruhkan kepercayaan dalam tugasnya tidak 
ada lagi hal paling buruk selain kehilangan kepercayaan dari petani. 
Terkait pentingnya ketersediaan sarana prasarana penyuluhan 
dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 pasal 31 ayat 1 - 4 telah diatur 
ketentuan tentang sarana prasarana penyuluhan pertanian, yang 
ditindak lanjuti dengan Peraturan Mentri Pertanian Nomor : 
51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan 
Pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian. Tujuan 
disusunnya pedoman standar minimal dan pemanfaatan sarana 
prasarana penyuluhan pertanian dalam peraturan mentri tersebut 
adalah untuk: 
c. Memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarana penyuluhan 
pertanian; 
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan 
pertanian. 
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan 
penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan. Dalam lampiran 
Peraturan Mentri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 





kecamatan meliputi : pusat Informasi, peralatan administrasi, alat 
transportasi kendaraan operasional roda dua, Buku dan Hasil Publikasi, 
Mebeulair, ruangan, rumah dinas, sarana/prasarana 
pendukung/lingkungan, sumber air bersih, penerangan, jalan 
lingkungan, pagar halaman, lahan percontohan. 
Rincian tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana pertanian 
Uraian Tugas 
1. Menyusun kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian 
2. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas 
3. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja Bidang 
Prasarana dan Sarana Pertanian 
4. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian 
5. Melakukan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida 
serta alat dan mesin pertanian 
6. Memantau dan mengevaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian 
7. Membina dan mengembangkan kegiatan rehabilitasi lahan, dan 
melaporkan pelaksanaan program/kegiatan yang telah berjalan 
8. Melakukan pemantauan alat dan mesin pertanian serta ketersediaan 





9. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan air pertanian 
10. Melakukan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
pengelolaan lahan dan air 
11. Mengatur ketersediaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian 
12. Mengolah dan memproses bahan dan data penyusunan Juklak, Juknis 
dan Petunjuk Operasional dan data kegiatan pengelolaan lahan, 
pengelolaan air dan perlindungan tanaman sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 
13. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan 
lahan dan air 
14. Melakukan inventarisasi alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida 
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Uraian Fungsi 
1. Penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, 
evaluasi dan koordinasi serta pelaksanaan program/kegiatan di bidang 
pengelolaan air 
2. Penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 
serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan. 





{1}. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi, mempunyai Tugas Pokok membina dan mengembangkan kegiatan 
Sarana dan Prasarana Hortikultura termasuk kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi, koordinasi, serta 
laporan pelaksanaan program/kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana 
Hortikultura. 
{2}. Tugas Pokok yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Seksi Sarana dan Prasarana 
Hortikultura. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 
c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 






h. Mengupayakan pengembangan pengolahan hasil tanaman 
hortikultura. 
i. Mengumpulkan, mengolah dan mengembangkan informasi Sarana 
dan Prasarana Hortikultura. 
j. Melakukan monitoring dan pelaporan perkembangan Sarana dan 
Prasarana Hortikultura. 
k. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Seksi Sarana 
dan Prasarana Hortikultura. 
l. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Sarana dan Prasarana Hortikultura. 
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Sarana dan 
Prasarana Hortikultura kepada Bidang Hortikultura. 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan fungsi Seksi 
Sarana dan Prasarana Hortikultura yang diberikan kepada Bidang 
Hortikultura.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan dari 
Kepala seksi Sarana dan Prasarana (R) kabupaten Jeneponto (Dinas 
Pertanian)  mengemukakan bahwa : 
“Penyediaan sarana dan prasarana harus ada program  usulan 
dari kelompok tani untuk mengadakan sarana prasarana yang di 





terletak pada keterbatasan anggaran sehingga sarana dan prasarana 
yang di sediakan juga terbatas.”.(Wawancara 20 Juni 2016) 
Selanjutnya dari informan staf camat ( T) mengemukakan bahwa 
: 
 “Penyediaan sarana dan prasarana masih minim karena 
keterbatasan anggaran sehingga sarana dan prasarana terbatas. 
”.(Wawancara 10 Juni 2016) 
 
Berdasarkan wawancara dari kepala seksi sarana dan prasarana  
dan seorang staf camat dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 
sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh kelompok tani terlebih 
dahulu mengusulkan program atau proposal ke dinas pertanian agar 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat di berikan kepada 
kelompok tani yang membutuhkan. Selanjutnya karena adanya 
keterbatasan anggaran sehingga program usulan tentang sarana dan 
prasarana terbatas diberikan. 
Ketidak tersediaannya sarana prasarana penyuluhan akan 
berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya penyelenggaraan 
penyuluhan pertanian sehingga sangat berpengaruh kepada 
kelangsungan usaha tani. Salah satu faktor penting yang 
mempengaruhi tingkat kinerja seorang penyuluh adalah sejauh mana 
kegiatan penyuluhan yang dijalankannya ditunjang dengan 
ketersediaan sarana/prasarana yang memadai. Lebih jelasnya manfaat 





pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, 
Meningkatkan produktivitas, hasil kerja pertanian lebih berkualitas dan 
terjamin, lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para petani, 
ketepatan susunan stabilitas petani lebih terjamin, menimbulkan rasa 
kenyamanan bagi petani, menimbulkan rasa puas pada petani. 
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah seorang informan 
dari kelompok tani (N T)  mengemukakan  bahwa : 
 “Pengadaan sarana dan prasarana juga belum merata dan 
sering ada keterlambatan bantuan sehingga adanya ketidak  sesuaian 
antara musim dan jadwal tanam serta tidak seimbangnya antara 
pengeluaran dan pemasukan. ”.(Wawancara 11 Juni 2016) 
      Selanjutnya dari seorang informan LSM mengemukakan bahwa :  
 “Penyediaan sarana dan prasarana sudah diberikan oleh 
pemerintah daerah ( Dinas Pertanian ) dan kendala yang di hadapi yaitu 
fasilitas yang diberikan  terlambat datang sehingga pekerjaan petani 
terhambat. ”.(Wawancara 12 Juni 2016) 
 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlambatan sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan sangat berpengaruh dalam 
keberhasilan usaha pertanian. Selain itu pembagian sarana dan 
prasarana kepada masyarakat petani juga tidak merata akibatnya 
jadwal tanam tidak sesuai dengan musimnya sehingga sangat 
berpengaruh terhadap pendapatan petani. Aspek parasana dan sarana 





terutama pada level Balai Penyuluhan (BP) Namun, secara umum dapat 
dikatakan dukungan terhadap hal ini masih lemah.  
Berikut ini bantuan saranadan prasarana Hortikultura 
                           Tabel.4.7. Bantuan  Sarana dan prasarana cabe besar 
No Uraian Volume Satuan Ket 
1 Bibit 1170 Bks  
2 Pupuk Organik 3380000 Kg  





























6 Mulsa 520 Roll  
7 Pompa 2’’ 30 Unit  
8 Ajir Takiron 65000 Btg  
                         Sumber Data : Dinas Pertanian 2016 
Bantuan sarana dan prasarana sangat penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani, dalam menciptakan suatu kondisi 
penyuluhan yang efektif maka sangatlah penting diperhatikan 
kebutuhan sarana dan prasarana, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang 
menjadi kendala dalam kegiatan penyuluhan dari segi sarana dan 
prasarana penunjang kegiatan. Kegiatan penyuluhan adalah suatu 
rangkaian sistim yang sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 
penunjangnya lainnya, sehingga untuk meminimalkan faktor 
penghambat penyuluh dalam melaksanakan  kegiatan penyuluhan 
maka pemerintah telah membuat suatu ketentuan yang mengatur 





yang efektif untuk memungkinkan tercapainya tujuan penyuluhan 
sesuai program yang diharapkan, bukan upaya mengekploitasi tenaga 
dan pikiran tanpa mengunakan sarana dan prasarana apa yang harus 
disediakan agar metode, teknik dan materi bisa diakses, ditransformasi 
dan dipahami serta mau dilaksanakan oleh pelaku usaha. 
3. Peran pemerintah daerah dalam menfasilitasi pemasaran hasil 
pertanian masyarakat 
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 
didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler 
2004:7). Sedangkan  Menurut Boyd, dkk (2000:4), “Pemasaran adalah 
suatu proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang 
memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang 
mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak 
lain”.  Menurut Downey David (2002:3), ”Pemasaran didefenisikan 
sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomik dari 
produsen melalui pedagang perantara sampai ke tangan konsumen”.  
  Berdasarkan definisi  tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kegiatan bisnis harus berorientasi ke pasar atau konsumen. 





pemasaran berhasil maka perusahaan harus memaksimalkan 
penjualan yang menghasilkan laba dalam jangka panjang. 
Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas seksi pengolahan dan pemasaran 
hortikultura Uraian Tugas 
1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil hortikultura 
2. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas 
3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang 
pengolahan hasil hortikultura 
4. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 
pengolahan hasil dibidang hortikultura 
5. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang 
hortikultura 
6. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan 
yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan 
pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura 
7. Mengupayakan pengembangan pasca panen, pengolahan dan 





8. Melakukan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil komoditi 
hortikultura 
9. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan tata 
niaga di bidang hortikultura 
10. Melakukan fasilitasi promosi produksi di bidang hortikultura 
11. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan 
dan pemasaran hasil di bidang hortikultura 
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura 
13. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi 
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura 
14. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier. 
15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugasnya 
Uraian Fungsi 
1. Penerimaan dan Pengolahan bahan penerapan teknologi panen, pasca 
panen dan pengolahan hasil yang dilengkapi hasil laporan responden 





2. Penerimaan, pengumpulan dan pengelompokan bahan penerapan 
teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil untuk memperoleh 
bahan kegiatan program kerja. 
3. Pengelolaan data dan pengumpulan bahan penerapan tehnologi panen, 
pasca panen dan pengolahan hasil. 
4. Pelaksanaan fungsi tambahan lainnya. 
Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran 
{1}. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi, mempunyai Tugas Pokok membina dan mengembangkan kegiatan 
pengolahan hasil dan pemasaran tanaman hortikultura termasuk kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan kegiatan,  pengawasan dan evaluasi, 
koordinasi, serta laporan pelaksanaan program/kegiatan di Seksi 
Pengolahan Hasil dan Pemasaran. 
{2}. Tugas Pokok yaitu : 
a. Menyusun rencana kegiatan/program Seksi Pengolahan Hasil dan 
Pemasaran. 
b. Menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan 
tugas. 






d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas/kegiatan bawahan. 
e. Membuat, mengoreksi dan memparaf naskah dinas. 
f. Menilai prestasi kerja bawahan. 
g. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan kegiatan 
usahatani tanaman hortikultura. 
h. Mengupayakan pengembangan pengolahan hasil tanaman 
hortikultura. 
i. Mengumpulkan, mengolah dan mengembangkan informasi 
pemasaran dan tata niaga hasil tanaman hortikultura. 
j. Melakukan monitoring harga komoditas hortikultura untuk informasi 
harga dan pelaporan. 
k. Melakukan pembinaan dan penyebarluasan informasi tentang 
pemanfaatan tanaman yang bergizi. 
l. Melaksanakan pengawasan dan pemasaran lalu lintas tanaman 
hortikultua dan bibit benih dari wilayah luar. 
m. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pengolahan Hasil dan Pemasaran. 
n. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Seksi 





o. Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerima dan 
memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi 
Pengolahan Hasil dan Pemasaran. 
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas Seksi Pengolahan hasil 
dan Pemasaran kepada Bidang Hortikultura. 
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan fungsi Seksi 
Pengolahan Hasil dan Pemasaran yang diberikan kepada Bidang 
Hortikultura.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari Tim 
Pemasaran (RR) kabupaten Jeneponto (Dinas Pertanian) mengemukakan  
bahwa : 
“Metode pemasaran yang di gunakan beraneka ragam yaitu 
dari petani ke pasar lokal, petani ke pedagang pengumpul dan 
langsung diantar keluar daerah  hambatan dalam pemasaran yaitu 
petani belum mengetahui metode menyortir bahan baku/hasil 
pertanian”.(Wawancara 20 Juni 2016) 
Selanjutnya di kemukakan  bahwa : 
 “Hambatan selama ini dalam pemasaran hasil pertanian 
yaitu belum adanya pasar tani disetiap kecamatan untuk 
mempromosikan hasil pertanian masyarakat petani”(Wawancara 
20 Juni 2016) 
Dan juga di kemukakan bahwa : 
“ Hasil Pertanian dijual bebas oleh masyarakat dan tidak 
ada ketetapan harga” ”.(Wawancara 20 Juni 2016) 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa metode yang 





itu beraneka ragam, yaitu dari petani ke pasar lokal, petani ke 
pedagang pengumpul dan langsung diantar keluar daerah karena 
tidak adanya pasar tani di setiap kecamatan untuk 
mempromosikan hasil pertanian masyarakat petani. Penjualan 
hasil pertanian dijual bebas oleh petani dan kurangnya 
pengetahuan tentang metode menyortir bahan bakunya sehingga 
dapat berpengaruh terhadap harga jual hasil pertanian tersebut. 
Berikut Tabel Hasil Produksi dan harga jual dari pertanian 
Kecamatan Rumbia. 



























per Kg  
(Rupiah) 
1 Bawang Merah Januari 9  877  30.000 
  Februari 7  683  14.000 
  Maret 5  423  16.000 
  April 7  592  26.000 
  Mei 2  170  20.000 
  Juni 8  680  20.000 
  Juli 13  1.105  18.000 
  Agustus 8  680  20.000 
  September 8  680  25.000 
  Oktober 2  170  21.000 
  November -  -  - 
  Desember 18  85  36.000 
2 Bawang Daun Januari 1  63  5.000 
  Februari 1  62  4.000 
  Maret 1  58  3.500 
  April 1  58  3.500 
  Mei 3  174  5.000 
  Juni 4  232  6.000 
  Juli -  -  - 
  Agustus 2  96  5.000 
  September 2  96  5.000 





  November 2  120  6.000 
  Desember -  -  - 
3 Kentang Januari 3  270  19.000 
  Februari 4  340  9.000 
  Maret 2  58  3.500 
  April 2  58  3.500 
  Mei 16  1.392  9.000 
  Juni -  -  - 
  Juli -  -  - 
  Agustus 6  522  20.000 
  September 2  174  21.000 
  Oktober -  -  - 
  November -  -  - 
  Desember 1  87  25.000 
4 Kubis Januari 4  340  7.000 
  Februari 6  252  5.000 
  Maret 8  331  5.000 
  April 5  206  5.000 
  Mei 20  828  6.000 
  Juni 23  600  8.000 
  Juli 8  464  8.500 
  Agustus 3  126  8.000 
  September 3  150  6.000 
  Oktober -  -  - 
  November -  -  - 
  Desember 1  60  8.000 
5 Sawi Januari 10  502  6.000 
  Februari 11  575  4.000 
  Maret 8  368  4.000 
  April 50  2.300  4.000 
  Mei 21  966  8.000 
  Juni 2  92  8.000 
  Juli 2  96  8.500 
  Agustus 6  258  7.500 
  September 2  90  8.000 
  Oktober 3  129  9.000 
  November -  -  - 
  Desember -  -  - 
6 Wortel Januari 5  385  8.000 
  Februari 12  936  1.700 
  Maret 6  482  2.000 
  April 7  562  2.000 
  Mei 10  800  5.000 
  Juni 7  560  6.000 
  Juli 19  1.425  6.500 
  Agustus 2  150  8.000 
  September 5  380  7.000 
  Oktober 5  375  8.000 
  November -  -  - 
  Desember -  -  - 
7 Cabe Besar Januari 8 4 37 24 14.000 
  Februari 4 6 12 24 15.000 
  Maret 2 5 6 21 16.000 





  Mei 4 20 12 60 12.000 
  Juni 4 14 12 56 12.000 
  Juli - 14 - 84 10.000 
  Agustus  17 - 68 10.000 
  September 5 20 15 680 10.000 
  Oktober 6 20 15 56 10.000 
  November - 87 - 244 10.000 
  Desember - 87  240 25.000 
8 Cabe Rawit Januari -  -  - 
  Februari - 1 - 24 15.000 
  Maret - 2 - 21 15.000 
  April 2 6 6 18 15.000 
  Mei - 7 - 21 17.000 
  Juni - 3 - 9 16.000 
  Juli - 3 - 9 16.000 
  Agustus - 7 - 21 20.000 
  September - 7 - 20 16.000 
  Oktober - 8 - 25 13.000 
  November - 8 - 24 16.000 
  Desember - 8 - 24 36.000 
9 Tomat Januari 3 2 153 104 10.000 
  Februari 6 5 306 262 3.500 
  Maret 4 6 182 294 3.000 
  April 8 19 364 910 3.000 
  Mei 3 17 137 774 4.000 
  Juni 1 9 45 459 5.000 
  Juli - 9 - 522 6.000 
  Agustus - 15 - 870 6.500 
  September - 15 - 900 6.000 
  Oktober 3 15 150 870 6.100 
  November - 15 - 900 5.500 
  Desember - 15 - 930 10.000 
               Sumber Data : Dinas Pertanian 2016 
Tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak diikuti 
oleh harga jual dan pasar hasil panen yang menunjang bagi petani. Hal ini 
menjadi kendala bagi petugas penyuluh lapang. Dengan adanya situasi ini 
petani mengharapkan petugas penyuluh lapang mampu memberikan informasi 
pasar yang mampu memberikan keuntungan bagi petani. Salah satu cara yang 
ditempuh oleh petugas penyuluh lapang adalah memfasilitasi petani untuk 





tentang harga beli dan pasar yang pasti dalam sistem kerja sama diharapkan 
memberikan tambahan pendapatan bagi petani. 
Adapun hasil wawancara dengan salah seorang informan 
dari staf camat ( Kecamatan) mengemukakan  bahwa : 
“Dalam hal pemasaran sistemnya masih lokal, sebagai 
acuan kedepan harus ada regulasi sehingga program yang di 
jalankan dapat terorganisir dengan baik. ”.(Wawancara 10 Juni 
2016) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 
bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian selain 
mengikut dari kebijakan tentang otonomi daerah bahwa setiap 
daerah mempunyai kewenangan untuk mengelolah SDA yang 
dimiliki juga  perlu membuat regulasi atau kebijakan (perda) agar 
aturan program yang dijalankan/ dibuat dapat terlaksana dengan 
baik sesuai dengan tujuan bersama. 
Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus 
daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembuatan Perda 
menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah 





Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang 
informan dari kelompok tani ( HK) mengemukakan  bahwa: 
“Dalam hal pemasaran sangat bervariasi dan sebagian besar 
para petani mengelolah sendiri hasil pertanian hortikultura  
karena tidak adanya tempat / pabrik untuk mengelolah, serta  
adanya harga yang tidak menentu”.(Wawancara 11 Juni 
2016) 
 
                    Selanjutnya dari seorang informan LSM mengemukakan  bahwa : 
      “Dalam hal pemasaran masih lokal yaitu dari petani  ke 
pasar tanpa adanya perusahaan pengelolahan tanaman 
hortikultura pada khususnya agar peningkatan petani dapat 
meningkat”.(Wawancara 12 Juni 2016) 
 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa Hasil pertanian dikelolah 
sendiri oleh masyarakat petani setempat Petani umumnya memproses 
sendiri hasil pertanian dan sebagian lagi dijual di sekitar tempat 
tinggalnya. Lambannya pengembangan industri pengolahan ini akan 
terus berlangsung bila tidak diikuti dengan upaya-upaya untuk 
memperluas pasar. Mekanisme pasar yang belum sempurna cenderung 
petani menerima harga yang ditetapkan oleh pihak lain dengan harga 
yang relatif rendah. Sehingga diperlukan suatu lembaga yang 







Berikut  ini  merupakan    Permasalahan  Pelayanan  Dinas Pertanian  
Kabupaten  Jeneponto sebagai berikut : 
Tabel 4.9.   Permasalahan  Pelayanan  Dinas Pertanian  Kabupaten  Jeneponto Berdasarkan 
Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi 
















1  Pertumbuhan Tingkat 
Produksi Komoditas 
Tanaman Pangan:  
- Padi = 5%/thn  
- Jagung = 2%/thn 
- Kedelai 2%/thn 
- Kacang Tanah 
1%/thn 
- Kacang Hijau = 
1%/thn  
- Ubi Kayu = 
1,5%/thn  
- Ubi Jalar = 1,5%/thn  













prasarana, lahan, dan 
air. 
c. Status dan luas 
kepemilikan lahan 
petani sangat terbatas.  
d. Menurunnya kesuburan 
tanah (lahan) pertanian. 
e. Sistem perbenihan dan 
perbibitan nasional 
belum berjalan optimal. 
f. Keterbatasan akses 
petani terhadap 
permodalan dan masih 
tingginya suku bunga 
usahatani.  
g. Lemahnya kapasitas 
dan kelembagaan 
petani dan penyuluh.  





i. Kurang optimalnya 
kinerja dan pelayanan 
birokrasi pertanian. 
j. Makin berkembangnya 
Hama dan penyakit 
tanaman (Organisme 
Pengganggu Tanaman) 
k. Kondisi infrastruktur 
jalan ke sentra produksi 








fungsi lahan  
c. Menurunnya 
kesuburan 
lahan pertanian  
d. Kerusakan 
infrastruktur 








































POPT, PBT)  
 
  Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 2016 
              Dengan melihat tabel diatas menunjukkan bahwa peran dari 
pemerintah daerah ( Dinas Pertanian ) belum maksimal baik dari segi 


















  Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam 
pengelolaan sektor pertanian di kecamatan rumbia  maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Peran pemerintah daerah dalam penyuluhan pengelolaan potensi 
sektor Pertanian  
- Peranan pemerintah daerah melalui tim penyuluhan memberikan 
gambaran tentang penyuluhan bahwa metode penyuluhan yang 
dilakukan kepada masyarakat adalah sistem laku ( Latihan dan 
Kunjungan ) dan yang menjadi kendala dalam penyuluhan  
adalah adanya Keterbatasan jumlah petugas penyuluh yang 
turun kelapangan untuk memberikan pelatihan kepada 
masyarakat karena sistem kerja otak masyarakat adalah mata 
jadi harus melihat secara langsung baru dapat percaya.  
- Staf camat memberikan gambaran tentang penyuluhan bahwa 
sistem penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
belum optimal ke masyarakat petani, jadwal pertemuan rutin 





efektif atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 
serta kurangnya koordinasi dari petugas penyuluh kepada 
masyarakat petani.  
- Kelompok tani memberikan gambaran tentang penyuluhan 
bahwa petugas penyuluh yang melakukan penyuluhan adalah 
orang luar sehingga petani tidak mengenal petugas penyuluh 
tersebut. Oleh karena itu, koordinasi antara petugas penyuluh 
dengan masyarakat petani terhambat.  
- LSM memberikan gambaran tentang penyuluhan bahwa  
penyuluhan sudah terlaksana sejak lama tapi yang menjadi 
kendala adalah koordinasi antara petugas penyuluh dan petani 
yang kurang efektif sehingga kegiatan yang dilaksanakan baik di 
lapangan maupun acara pertemuan rutin terhambat. 
 
2. Peran pemerintah daerah dalam menfasilitasi sarana dan prasarana 
pendukung sektor Pertanian  
- Peranan pemerintah daerah melalui kepala sarana dan 
prasarana memberikan gambaran tentang penyediaan sarana 
dan prasarana pendukung sektor pertanian bahwa proses 
penyediaan sarana dan prasarana yaitu harus ada program 
usulan dari kelompok tani untuk mengadakan sarana dan 





prasarana terletak pada keterbatasan anggaran sehingga sarana 
dan prasarana yang disediakan juga terbatas.  
- Staf Kecamatan memberikan gambaran tentang penyediaan 
sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian bahwa 
penyediaan sarana dan prasarana masih minim yang 
disebabkan oleh keterbatasan anggaran.  
- Kelompok Tani memberikan gambaran tentang penyediaan 
sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian bahwa 
Penyediaan sarana dan prasarana tidak merata dan sering ada 
keterlambatan bantuan sehingga jadwal penanaman tidak sesuai 
dengan musim dan berpengaruh terhadap pendapatan petani 
karena adanya pengeluaran dan pemasukan yang tidak 
seimbang.  
- LSM memberikan gambaran tentang penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung sektor pertanian bahwa penyediaan 
sarana dan prasarana telah diberikan tapi pemberian tidak 
sesuai dengan jadwal  yang telah ditentukan/terlambat sehingga 







3. Peran pemerintah daerah dalam menfasilitasi pemasaran hasil 
pertanian masyarakat 
- Peranan pemerintah daerah melalui tim pemasaran hasil 
pertanian memberikan gambaran tentang fasilitas pemasaran 
hasil pertanian bahwa metode yang digunakan di dalam 
pemasaran beraneka ragam, yaitu dari petani kepasar, petani 
kepedagang pengumpul serta langsung diantar keluar daerah, 
yang menjadi penghambat di dalam pemasaran yaitu terdapat 
monopoli harga.  
- Staf Camat memberikan gambaran tentang fasilitas pemasaran 
hasil pertanian bahwa dalam metode pemasaran sistemnya 
masih  lokal yang dijalankan oleh masyarakat sendiri dan harus 
ada regulasi yang mengatur agar program yang di jalankan dapat 
teroganisir dengan baik.  
- Kelompok tani memberikan gambaran tentang fasilitas 
pemasaran hasil pertanian bahwa  metode pemasaran yang 
dilakukan oleh masyarakat petani sangat bervariasi dan 
sebagian besar dari masyarakat petani mengelolah sendiri hasil 
pertanian hortikultura karena tidak adanya penyediaan 





- LSM memberikan gambaran tentang fasilitas pemasaran hasil 
pertanian bahwa Pemasaran sistemnya masih lokal tanpa ada 
perusahaan pengelolahan tanaman hortikultura pada 
khususnya. 
5.2. Saran 
1. Pemerintah perlu membuatkan regulasi di sektor pertanian agar  
pelaksanaan program kerja dalam pertanian dapat terorganisir dengan 
baik serta meningkatkan kesejahteraan petani. 
2. Pemerintah sebaiknya secara rutin setiap bulan melakukan evaluasi  
terhadap kinerja dinas-dinas terkait masalah pertanian  baik dari segi 
penyuluhan, sarana dan prasarana maupun fasilitas hasil pemasaran 
untuk menjaga kestabilan pertanian. 
3. Pemerintah perlu membuat Pasar Tani disetiap kecamatan agar hasil 
pertanian dapat dipromosikan. 
4. Pemerintah perlu membuat perusahaan / pabrik di daerah Sulawesi- 
selatan agar kiranya setiap ada hasil pertanian ( Hortikultura )  tidak 
mudah membusuk sehingga harga jual mahal dan dapat meningkatkan 
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